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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul, “Analisis Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 terhadap Layanan Pinjaman Online pada Aplikasi
Kredit Pintar” ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan menjawab
pertanyaan tentang praktik layanan pinjaman online aplikasi kredit pintar dan analisis
hukum islam dan peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode kualitatif melalui teknik
pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan
teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif dari norma yang
bersifat umum lalu doitarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa layanan dalam pinjaman online aplikasi
Kredit Pintar tidak diterangkan secara jelas mengenai besaran bunga dan denda
keterlambatan yang dalam hukum Islam termasuk gharar yang menjadikan akad cacat dan
bertentangan dengan pasal 19 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
77/POJK/01/2016 dan terdapat permasalahan dalam proses pelunasan maupun pembayaran
yang telah dilakukan, namun tidak terdeteksi di aplikasi adanya pelunasan, serta
penanggapan oleh customer service yang dinilai lamban dalam hal menangani masalah
pengguna layanan aplikasi pinjaman online aplikasi Kredit Pintar, yang seharusnya jika
SOP perusahaan dilaksanakan sesuai aturan pada pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 77/POJK/01/2016 oleh para pegawai maka akan terjalinnya komunikasi
yang baik antar customer service dan debt collector serta menimalisir terjadinya
kesalahpahaman informasi dalam pelunasan.

Dari kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang diajukan, Hendaknya
mengenal terlebih dahulu pinjaman online yang marak menawarkan produk pinjaman saat
ini. Di karenakan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman banyak orang yang baru
mengenal kemudian tergiur tanpa mengerti proses dalam pinjaman online.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang paling baik di muka
bumi ini, diberikan oleh-Nya akal yang sempurna untuk dapat berfikir
membedakan mana yang baik dan buruk. Di samping itu juga ada alam,
tumbuhan, hewan yang sangat menunjang kehidupan manusia. Karena pada
hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan kebersamaan
dalam kehidupannya, yang kesemuanya dalam rangka saling memberi dan
saling mengambil manfaat. Setiap manusia memiliki keterbatasan masing-
masing sehingga perlu orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Oleh karena itu, mereka bekerjasama dengan cara bermuamalah.

Muamalah secara umum adalah segala hukum yang mengatur hubungan
manusia di muka bumi.! Sedangkan Muamalah dalam arti yang khusus,
mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia
dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan,
kontrak, dan sebagainya.? Tujuan dari itu semua adalah demi terciptanya
hubungan yang harmonis (serasi) antar sesama manusia dan lingkungan
hidupnya. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman.

Keterbatasan dalam hal financial guna mencukupi kebutuhan hidup

terkadang menuntut manusia untuk meminta bantuan pinjaman kepada orang

! Saiful Jazil, Figh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 2.
2 Rohidin, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari semenanjung Arabia hingga Indonesia,
(Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 14.
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lain baik ke saudara, kerabat maupun tetangga. Tentu sangat dianjurkan.
Dalam hal membantu meringankan beban sesama manusia sebagaimana dalam

hadis Nabi Saw, dijelaskan sebagai berikut:

e o Bedai R Al A 5 A R e da 0K Al (e 58 e

(Alase ol 55) 431 (38 03 Ml alale il ()38 8 40 5 ARl

Artinya : “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di

dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan

Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong
saudaranya” (HR. Muslim).®

Sejalan dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi adalah hal
yang tidak dapat di hindari. Dalam hal kehidupan sehari-hari hal ini berdampak
pada perubahan pola hidup manusia. Kemajuan teknologi tentu berjalan senada
dengan kemajuan ilmu. Barbagai inovasi yang tercipta menjadi solusi bagi
permasalahan yang ada pada masyarakat. Terbukti dengan banyaknya manfaat
yang telah dirasakan oleh kebanyakan masyarakat.

Perkembangan dunia teknologi yang demikian mengagumkan telah
membawa manfaat yang begitu luar biasa bagi kemajuan peradaban umat
manusia. Banyak jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik
yang cukup besar, Kini relatif sudah bisa digantikan oleh berbagai perangkat
mesin otomatis. Demikian ditemukannya juga formulasi-formulasi baru

kapasitas komputer, seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak

manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia.*

3 http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf, di akses pada 13 agustus 2019.
4 Siti 1LA.D, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar: Pendekatan Problem Solving dan Analisis Kasusll,
(Yogyakarta: UNY Press, 2012), 171.


http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf

Memasuki era digital, berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa
Internet Indonesia (APJII), sebanyak 132,7 juta orang atau 51,8 persen dari
total penduduk Indonesia adalah pengguna internet. Sedangkan survei we are
social mengungkap bahwa 91 persen penduduk Indonesia memiliki ponsel dan
47 persen diantaranya memiliki smartphone.® Hal ini merupakan salah satu
sebab meningkatnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

Besarnya penggunaan smartphone menjadi peluang kebanyakan
perusahaan asal negara Tiongkok untuk menjangkau masyarakat melalui
sistem keuangan melalui layanan keuangan digital karena dirasa memberi
kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan hanya dengan
genggaman tangan. Sistem keuangan yang marak muncul menyediakan
layanan keuangan berbasis teknologi saat ini yang disebut fintech.

Berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan inovasi di sektor
jasa keuangan di Indonesia, maka saat ini dapat dilihat perkembangan yang
cukup signifikan. Beragam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi
informasi atau yang sering disebut sebagai financial technology (fintech) telah
menjadi hal yang umum di masyarakat, baik yang ditawarkan oleh lembaga
keuangan yang diawasi oleh OJK (seperti layanan pada bank, asuransi, atau
lembaga keuangan terdaftar lainnya) maupun yang ditawarkan oleh perusahaan
startup (perusahaan yang belum terdaftar dan diawasi oleh OJK). Fintech di

terima oleh masyarakat karena dapat menghadirkan beragam layanan yang

Shttps://kominfo.go.id/content/detail/10498/pergeseran-komoditas-ke-layanan-dorong-
pertumbuhan-ekonomi-digital/O/berita_satker, diakses pada 13 agustus 2019.


https://kominfo.go.id/content/detail/10498/pergeseran-komoditas-ke-layanan-dorong-pertumbuhan-ekonomi-digital/0/berita_satker
https://kominfo.go.id/content/detail/10498/pergeseran-komoditas-ke-layanan-dorong-pertumbuhan-ekonomi-digital/0/berita_satker

relatif menarik, mudah digunakan, dan nyaman untuk digunakan oleh
konsumen.®

Menurut data OJK per 7 Agustus 2019, total penyelenggara fintech yang
terdaftar dan berizin adalah sebanyak 127 perusahaan. Termasuk didalamnya
penambahan 15 penyelenggara fintech terdaftar yaitu, gazwa.id, bsalam,
onehope, ladang modal, dhanapala, restock, solusiku, pinjamdisini, adapundi,
tree+, assetkita, edufund, finanku, tunasku, dan uatas.” Melihat perkembangan
dan potensi tersebut, maka fintech diharapkan dapat berperan dan sebagai
pendukung untuk meningkatkan ekonomi sampai ke pedesaan di Indonesia

Financial technology atau yang disingkat fintech telah merubah industri
jasa keuangan di Indonesia saat ini. Fintech hadir dengan berbagai macam
produknya seperti uang elektronik (e-money), pinjaman online (P2PL). gadai
(pladge), pembayaran (payment), perencanaan keuangan (financial planing),
pasar modal (capital market), internet banking (e-banking) dan lainnya.

Dalam hal ini, OJK mengklasifikasi perusahaan fintech dalam dua
kategori, yaitu fintech 2.0 yang mencakup institusi finansial yang telah ada,
seperti perbankan digital, dan fintech 3.0 yang mencakup perusahaan pemulai
(startup) dalam bisnis perdagangan elektronik secara digital (e-commerce)

yang belum tersentuh dalam fintech 2.0.2

Sarwin Kiko Napitupulu, “Perlindungan Konsumen pada Fintech: Konsumen Sektor Jasa
Keuangan”,
https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/images/upload/201807131451262.%20Fintech.pdf,
diakses pada 17 Agustus 2019.
"https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-
Berizin-di-OJK-per-7-Agustus-2019.aspx, diakses pada 16 Agustus 2019.
8https://www.artajasa.co.id/contents/files/epaper/991163e69aldla4ce2e498h8dc88cae2. pdf,
diakses pada 9 Agustus 2019.


https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-7-Agustus-2019.aspx
https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-7-Agustus-2019.aspx
https://www.artajasa.co.id/contents/files/epaper/991163e69a1d1a4ce2e498b8dc88cae2.pdf

Dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita gunakan seperti, transaksi
melalui e-banking, perjalanan menggunakan gojek dan grab, pembelian
melalui marketplace (lazada, tokopedia, shopee, bukalapak), pembayaran
menggunakan kredit (ovo, go-pay, akulaku, kredivo), dan masih banyak
lainnya yang tanpa kita sadari telah memanfaatkan teknologi keuangan.

Pada dasarnya sangat mudah untuk mengajukan pinjaman online, calon
pengguna biasanya hanya perlu mendownload aplikasi pinjaman online
melalui google play store maupun dari alamat web yang dapat di akses melalui
google. Selanjutnya pengguna hanya perlu mempersiapkan KTP, nomor
telepon, e-mail, dan nomor rekening Bank. Tanpa harus berkunjung ke kantor
penyedia layanan pinjaman online, pengguna dapat mengajukan hanya melalui
sebuah aplikasi, dan jika pengajuan tersebut di approve maka dana dapat
langsung cair beberapa menit saja melalui nomor rekening yang sudah
terdaftar.

Terkait dengan lamanya jangka waktu yang diberikan oleh
penyelanggara pinjaman online umumnya antara 14 hari sampai 3 bulan
(biasanya khusus untuk pelanggan dengan history kredit baik).

Di samping kemudahan yang diberikan oleh penyedia layanan pinjaman
online, tentu terdapat syarat dan ketentuan yang diberikan oleh penyelenggara
layanan pinjaman online yang wajib diketahui dan di patuhi oleh pengguna
layanan pinjaman online. Perlu digaris bawahi bahwa untuk dapat mengajukan
proses pendaftaran pinjaman online melalui aplikasi, pengguna wajib untuk

memberikan izin akses kepada penyelenggara pinjaman online, izin akses



tersebut umumnya meliputi pemberian akses kepada penyelanggara untuk
dapat mengetahui privasi pribadi yang tentunya bersifat rahasia seperti history
chat pribadi, nomor kontak yang terdapat dalam ponsel, bahkan ada beberapa
aplikasi yang mensyaratkan izin untuk mengetahui akun sosial media dan
marketplace, seperti facebook, go-jek, lazada, shopee dan lainnya. Dalam
keadaan ini, Kklausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian kesepakatan
pinjaman online wajib di mengerti dan dilaksanakan oleh penyedia layanan
dan pengguna pinjaman online, terutama terhadap data pengguna yang wajib
dilindung serta tidak disalahgunakan oleh pihak penyedian layanan pinjaman
online. Mengingat hal tersebut, peran OJK dalam hal pengawasan terhadap
fintech sangat di perlukan.

Beberapa hal yang wajib di waspadai oleh pengguna layanan pinjaman
online terutama mengenai keamanan data pengguna layanan pinjaman online
seperti identititas KTP, data percakapan pada telepon, data kontak pada
telepon, data privasi pada smartphone, data galeri gambar dan video, yang
dapat saja di salah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena pada kenyataannya, banyak diberitakan bahwa layanan
pinjaman online merasahkan masyarakat. Penuturan Indra Sucipto selaku
pihak penagih pinjaman online, ada beberapa cara yang dilakukan indra untuk
mendapatkan pelunasan diantaranya seperti, menghubung nomor kontak teman
nasabah bagi nasbah yg lewat jatuh tempo 15 sampai dengan 30 hari untuk
menerangkan bahwa yang bersangkutan nasabah selaku teman yang dihubungi

mempunyai hutang yang belum dibayar dan sudah jatuh tempo, bagi nasabah



teurtang yang lewat tempo 30 hari belum membayar Indra akan membuat grup
di whaatsapp dengan mengundang teman-teman nasabah menjadi anggota
bahkan atasan Indra dikantor turut di undang dalam grup whaatsapp,
selanjutnya Indra akan mengirim gambar si nasabah jika ada yang berbau
pornografi dan para penagih lainnya juga turut mengompori dengan kalimat
pelecehan untuk membuat nasabah kalut, kesemuanya dilakukan Indra untuk
mendapatkan respon nasabah agar melakukan pelunasan karena Indra sebagai
pegawai dituntut untuk mendapatkan target pembayaran utang 2 nasabah per
hari. Melihat kasus tersebut kerahasiaan data para pengguna layanan pinjaman
online dipertaruhkan, perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan
pinjaman online wajib di utamakan.®

Pemerintah perlu mengawasi dan melindungi penggunan layanan dan
penyelanggara layanan melalui OJK dalam mengawasi fintech dengan
memperhatikan faktor-faktor utama seperti aspek keamanan, perlindungan
konsumen, pelayanan, inklusivitas, dan mitigasi risiko (terutama risiko
teknologi informasi dan cyber crime).

OJK dirasa perlu untuk mengkaji praktik pengawasan fintech di berbagai
negara lain yang telah menyusun dan mengimplementasikan pengaturan dan
perlindungan konsumen terkait fintech, baik fintech yang dilakukan oleh
lembaga jasa keuangan yang telah diawasi oleh regulator (regulated) maupun

fintech yang belum mendapatkan izin (start-up, unregulated).

°Di akses pada https://investigasi.tempo.co/jerat-rentenir-online/index.html, diakses pada 2 Agustus
2019


https://investigasi.tempo.co/jerat-rentenir-online/index.html

Dari uraian yang penulis paparkan diatas, maka penulis merasa perlu
membahas layanan pinjaman online untuk mengetahui praktik nyata layanan
yang diberikan oleh aplikasi pinjaman online. oleh karena hal ini erat kaitannya
dengan persoalan syariah dan merupakan persoalan yang bersinggungan
langsung dengan masyarakat umumnya. Berdasarkan permasalahan tersebut,
penulis akan mengkaji pinjaman online yang tertuang dalam bentuk skripsi
dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 77/POJK.01/2016 terhadap Layanan Pinjaman Online pada Aplikasi

Kredit Pintar”.

Identifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas,
dapat di identifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan penggunaan

layanan pinjaman online, sebagai berikut:

[EEN

. Proses layanan pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar.

2. Perlindungan konsumen terhadap pengguna layanan pinjaman online pada
pada aplikasi Kredit Pintar.

3. Penyelesaian keterlambatan pembayaran pengguna layanan pinjaman online
pada aplikasi Kredit Pintar.

4. Praktik layanan pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar.

5. Analisis Hukum Islam dan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016

terhadap layanan pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar.
Dari beberapa masalah yang sudah diidentifikasi tersebut, penulis perlu

menjelaskan batasan serta ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam



penelitian ini agar terfokus dan terarah. Adapun batasan dalam skripsi ini

sebagai berikut:

1. Praktik layanan pinjaman online pada apliaksi Kredit Pintar.

2. Analisis Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
77/POJK.01/2016 terhadap Layanan Pinjaman Online pada Aplikasi Kredit

Pintar.

Rumusan Masalah
Berkaitan dengan masalah yang telah penulis batasi, maka penulis
merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana praktik layanan pinjaman online pada apliaksi Kredit Pintar ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor  77/POJK.01/2016 terhadap Layanan Pinjaman Online pada

Aplikasi Kredit Pintar ?

Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian
yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan
pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Dalam
penelusuran awal sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian
mengenai pinjaman online, akan tetapi belum ada penelitian yang membahas

secara spesifik tentang layanan pinjaman online.
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1. Skripsi yang ditulis oleh “Titik Wijayanti” dengan judul “Pelaksanaan
Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi oleh Fintech kepada Pelaku
UKM (Studi Pengawasan OJK Surakarta)”, penelitian di lakukan pada tahun
2018 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini membahas
tentang bentuk pengawasan yang dilakukan OJK Surakarta terhadap
pemberian pinjaman online kepada para pelaku UKM. Dari hasil
penelitiannya dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya belum ada
perusahaan fintech yang berada di surakarta, sehingga dokumen perjanjian
pinjaman belum ada di OJK Surakarta, karena kewenangan tersebut ada
pada Kepala Eksekutif Pengawasan Peransuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berada
di Jakarta.

2. Skripsi yang ditulis oleh “Aldrian Vernandito” dengan judul “Perlindungan
Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi (Peer To Peer Lending) berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan di Indonesia”, penelitian di lakukan pada tahun 2018 di
Universitas Sumatera Utara. Dalam penelitian ini objeknya yaitu
perlindungan hukum bagi pengguna layanan Pinjam meminjam uang
berbasis teknologi informasi (peer to peer lending), dalam hal ini regulasi

yang mengatur pinjaman online seperti POJK Nomor 77/POJK.01/2016,
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SEOJK Nomor 18/SEOJK.01/2017 dan POJK Nomor 1/POJK.7/2013
belum diterapkan kepastian hukum oleh kebanyakan fintech .1°
3. Skripsi yang ditulis oleh “Dianita Eka Sari” dengan judul “Praktik Kredit
Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku pada Electronic Commerce dalam
Prespektif Hukum Islam”, penelitian di lakukan pada tahun 2018 di IAIN
Salatiga. Penelitian ini mengkhususkan kajiannya pada analisis hukum
Islam tentang jual beli kredit pada aplikasi Akulaku. Skripsi ini menyatakan
bahwa jual beli kredit pada aplikasi Akulaku diperbolehkan dalam Islam
dikarenakan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli istishna’, disisi lain
tidak diperbolehkan karena adanya penambahan harga termasuk ke dalam
bunga, sedangkan bunga dalam transaksi jual beli menurut syariat
dikategorikan sebagai riba, hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MU
Dari beberapa penelitian diatas, maka dalam penelitian ini penulis akan
membahas tentang layanan pinjaman online dalam prespektif hukum Islam
dengan menggunakan teori Qard dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 77/POJK.01/2016.

©Aldrian Vernandito, “Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di
Indonesia”, (Skripsi--, Universitas Sumatera Utara , 2018).

"Dianita Eka Sari, “Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku pada Electronic
Commerce dalam Prespektif Hukum Islam”, (Skripsi--,IAIN, Salatiga, 2018).
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E. Tujuan Penelitian
Adapun penulis meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui praktik layanan pinjaman online pada aplikasi Kredit
Pintar.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 terhadap layanan pinjaman online pada

aplikasi Kredit Pintar.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini bisa
mempunyai nilai tambah dan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan terlebih
bagi penulis sendiri. Adapun harapan kegunaan penelitian ini yaitu:
1. Secara Teoritis
a. Memperkaya pengetahuan yang berkaitan dengan hukum Islam,
khususnya terkait tolong menolong dalam hal pinjaman yang dianjurkan
dalam syariat terkhusus dalam hal ini pinjaman online. Sehingga dapat
memberikan sumbangan keilmuan dan pemikiran bagi pengembangan
pemahaman hukum Islam dan hukum positif khususnya bagi mahasiswa
Hukum Ekonomi Syariah (muamalah).
b. Sebagai bahan bacaan, refrensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya

dalam hal pinjaman online.
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2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan bagi masyarakat untuk mengetahui layanan pada pinjaman

online sehingga menimalkan terjadinya penyalahgunaan data nasabah.

G. Definisi Operasional

Agar lebih mudah dalam memahami skripsi penulis yang berjudul

“Analisis Hukum Islam dan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 terhadap

layanan pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar”. Maka penulis perlu

menjelaskan istilah operasional sebagai berikut:

Hukum Islam

Peraturan OJK Nomor

77/POJK.01/2016

Layanan Pinjaman Online

seperangkat peraturan berdasarkan Alguran
dan sunah Rasul berlaku mengikat untuk
umat beragama Islam, untuk mewujudkan
sebuah kedamaian dan kepatuhan baik
secara vertikal maupun horizontal .2
layanan pinjam meminjam uang berbasis
teknologi informasi merupakan aturan yang
dikeluarkan  oleh  OJK  mengingat
pertumbuhan ekonomi Nasional yang terus
meningkat.

pemberian  layanan oleh  perusahaan

pinjaman online. Dalam hal ini dapat berupa

12 Rohidin, Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabian hingga Indonesia, (Yogyakarta:

Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.



Aplikasi Kredit Pintar

H. Metode Penelitian
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informasi  produk, informasi terhadap
kesepakatan perjanjian, layanan pengajuan,
layanan kenyamanan dan keamanan dari
pegawai perusahaan.\

Aplikasi pinjaman online yang dapat di
download di play store, yang bergerak
dalam penyedia layanan pinjaman online
yang terdaftar, terizin dan di awasi oleh

OJK.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada aplikasi Kredit Pintar dengan

pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian

yang di gunakan dalam konteks lapangan yang benar-benar terjadi.!3

Sedangkan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

berprilaku yang dapat diamati.!*

2. Data yang dikumpulkan

3Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.
4Mahi M, Hikmat, Metode Penelitian dalam Prespektif llmu Komunikasi dan Sastra (Yogyakarta:

Graha llmu, 2011), 37.
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Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data-data dari
hasil wawancara mengenai sejarah berdirinya, visi, misi, produk pinjaman
online, perjanjian pinjaman online, syarat perjanjian, waktu perjanjian,
pihak-pihak yang terlibat perjanjian pinjaman online, isi perjanjian
pinjaman online.

3. Sumber Data
Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi
terhadap penelitian yang dikaji. Diantara dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Sumber Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung
dari lapangan dan dari sumbernya. Dalam hal ini data diperoleh dengan
cara melakukan pengamatan dan wawancara.’® Adapun sumber data
yang utama dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Wawancara pengguna layanan aplikasi Kredit Pintar
2. Dokumen perjanjian pinjaman pada layanan aplikasi Kredit Pintar.
b. Sumber Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang dari dokumen-dokumen resmi,
buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian
dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-
undangan. Adapun sumber data tersebut meliputi:

1. Aplikasi Kredit Pintar

15 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.
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2. Yudho Yudhanto, 2018, Information Technology Business Start-Up:
lImu Dasar Merintis Start-Up berbasis Teknologi Informasi untuk
Pemula.

3. Ascarya, 2015, Akad dan Produk Bank Syariah.

4. Enang Hidayat, 2016, Transaksi Ekonomi Syariah.

5. Haris Herdiyansyah, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk
lImu-ilmu Sosial.

6. Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard.

7. Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan
Pembiayaan Berbasis IT berdasarkan Prinsip Syariah

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam hal melakukan penelitian, penulis melakukan beberapa teknik
untuk mengumpulkan data, diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi adalah suatu penggalian data dengan cara mengamati,
memperhatikan, mendengar dan mencatat terhadap peristiwa, keadaan
atau hal lain yang menjadi sumber data.'® Dalam penelitian ini penulis
melakukan penelusuran terhadap pengguna aplikasi Kredit Pintar dengan
cara mencari info, berita serta pengaduan yang terkait Aplikasi Kredit

Pintar

16 Adi Riyanto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), 70.
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b. Wawancara (interview) yaitu percakapan antara dua orang yang salah
satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi mengenai
layanan pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar.!” Dalam hal ini ada
delapan orang pengguna aplikasi Kredit Pintar yang di wawancarai
terkait layanan pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar.

c. Dokumentasi adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian
kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-
buku, dokumen resmi, publikasi, Berita Online dan hasil penelitian.®
Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen yang
berhubungan dengan praktik layanan pinjaman online pada aplikasi
Kredit Pintar, buku-buku, artikel yang terdapat di Internet.

5. Teknik Pengolahan Data
Adapun tahap-tahap yang dilakukan penulis untuk mengelola data-
data penelitian adalah sebagai berikut:

a. Organizing merupakan langkah memilah dan menyusun secara
sistematis data yang telah diperoleh dalam rangkaian yang sudah di
rencanakan sebelumnya. Sehingga memperoleh gambaran layanan
pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar

b. Editing merupakan kegiatan memeriksa dan memperbaiki data yang
terkumpul melalui studi wawancara lapangan, pustaka, serta data lainnya

tentang layanan pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar.

17 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial (Jakarta: Salemba
Humanika, 2012), 83.
18 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 107.
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c. Analyzing merupakan tahapan menganalisis data yang telah tersusun
secara sistematis untuk memperolah kesimpulan tentang layanan
pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar.

6. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan proses berkelanjutan setelah data dari hasil
lapangan maupun pustaka lengkap dan jelas. Dalam penelitian ini
menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang
menggambarkan tentang layanan pinjaman online pada aplikasi Kredit

Pintar. Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pola pikir deduktif yang dimana berangkat dari dalil umum lalu ditarik

kesimpulan yang bersifat khusus.

Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah penulis dalam
menyusun serta memahami isi penelitian dengan runtut dan jelas, adapun
sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang setiap
pembahasan memiliki sub pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum
yang memuat pola dasar meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil
penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.

Bab Kedua, berisi landasan teori tentang konsep pinjaman dalam Islam

meliputi definisi qard, dasar hukum qard, rukun syarat gard, macam qard,
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syarat sahnya qard, bentuk gard dalam islam. Selanjutnya dipaparkan
pinjaman dalam hukum positif yang termuat dalam Peraturan OJK Nomor
77/POJK.01/2016.

Bab ketiga, merupakan penyajian data yang memuat tentang praktik
layanan pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar yang meliputi profil,
struktur kepengurusan, prosedur pengajuan pinjman online, perjanjian
pinjaman online, proses pelunasan pinjaman online, perlindungan hukum
pinjaman online, penyelesaian kredit bermasalah pinjaman online.

Bab keempat, merupakan inti dari penyusunan skripsi ini, yaitu berisi
tentang Analisis terhadap layanan pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar
dalam prespektif hukum Islam dan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016

Bab kelima, penutup dari skripsi yang berisi tentang hasil penelitian

yang telah dilakukan dalam bentuk kesimpulan dan saran bagi penelitian sejenis

dimasa selanjutnya.



BAB Il
KONSEP QARD DALAM HUKUM ISLAM DAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016

A. Konsep Qard dalam Hukum Islam
1. Pengertian Akad Qard
Menurut bahasa akad jamaknya al-uqud mempunyai dua pengertian,
yakni secara hissi merupakan makna asal akad yang berarti menguatkan,
mengikat. Kebalikannya adalah berarti melepaskan. Dan secara maknawi,
merupakan makna kiasan yang dipinjam dari makna asli, yang berarti
mengokohkan, menguatkan, menjamin, dan berjanji. Sedangkan definisi
akad menurut istilah, para ulama figh mengartikannya kepada dua makna,
sebagaimana yang dikemukakan Nazih Hammad sebagai berikut:
a. menghubungkan dua ucapan atau penggantinya seperti dengan isyarat
dan tulisan pada jalan yang telah ditentukan syara’.
b. menghubungkan dua ucapan menjadikannya mengikat kepada kedua
belah pihak.®
Berdasarkan makna umum akad sebagaimana tersebut diatas, maka jual
beli, sewa menyewa dan semua akad mu’awadah lainnya, dan nikah
dinamakan dengan akad, karena setiap pihak berkomitmen untuk memenubhi

janjinya dan terikat dirinya untuk melaksanaknnya sesuai perjanjiannya.

%Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 2.

20
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Qard dalam arti bahasa berasal dari kata garada yang sinonimnya
gatha’a yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang
memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan
kepada orang yang menerima utang (muqtarig).?°

Secara istilah menurut Hanafiah, gard adalah harta yang memiliki
kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali atau dengan kata lain,
suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki
kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan
itu.?!

Mazhab-mazhab yang lain mendefinisikan gard sebagai bentuk
pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur)
dengan ganti harta yang sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur),
yang sama dengan harta yang di ambil, dimaksudkan sebagai bantuan
kepada orang yang diberi saja.?

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah qard adalah penyediaan
dana atau tagihan antara lembaga keuangan Syari’ah dengan pihak
peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran
secara tunai atau cicilan dalam waktu tertentu.?® Definisi yang dikemukakan
dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di atas bersifat aplikatif dalam

akad pinjam-meminjam antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syari’ah.?

20 Ahmad Wardih Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), 27.

21 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 373.

22 Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,
2013), 333.

23 pasal 20 ayat 36, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 18.

24 Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah..., 334.
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Al-Qard memberikan manfaat bagi masyarakat dan lembaga keuangan
sendiri. Manfaat al-Qard antara lain:

a. Membantu nasabah pada saat mendapatkan kesulitan dengan
memberikan talangan jangka pendek .

b. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari lembaga keuangan untuk
mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi
lembaga keuangan dalam membantu masyarakat miskin.

c. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang dengan rentenir,
dengan mendapatkan utang dari lembaga keuangan.

d. Miningkatkan loyalitas masyarakat pada lembaga keuangan, karena
lembaga keuangan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat

golongan miskin.?

2. Dasar Hukum Qard
Dasar disyariatkan gard terdapat dalam alquran, Hadis, ljma’, sebagai
berikut:
a. Al-Quran
Pinjaman (gard) disunnahkan bagi muqgrid (kreditur/pemberi
pinjaman) berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut. Allah berfirman dalam

(Q.R. Al-Hadid 57:1).

Yo -~

;”‘,‘JMJ s s Lop il lp i T . 4

-

25 Ismail, perbankan syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 117.
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Artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang
baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman
itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.
(Q.R. Al-Hadid 57:1)

Hanya satu yang ditekankan dalam pemberian pinjaman di sini, yaitu
pinjaman yang baik dalam arti dengan niat yang bersih dan baik, hati
yang tulus serta harta yang halal. Maka meminjamkan kepada Allah
adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang dengan tulus untuk
kemaslahatan hambanya sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada
jaminan dari-Nya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan.
Selanjutnya karena Allah yang meminjam, maka dia akan menjanjikan
bahwa Allah akan melipatgandakan pembayaran pinjaman itu kepadanya
di dunia dan di akhirat, dengan lipat ganda yang banyak, seperti sebutir
benih yang menumbuhkan tujuh butir dan pada setiap butir seratus biji,
bahkan lebih dari pada itu.?®

b. Hadis

Sl 32188 oY) (e Cpae alig adle A Jia o0 Jle JA51 (8

O 5 hal 15 G835 Ga V) AT ) has 208 200 1 53l0d 5 glaa ] 018

Rl & &) gy le @0 oo A0 06 ol 0 351 58

2liad

Artinya: “Nabi mempunyai hutang kepada seseorang, (yaitu) seokar unta
dengan usia tertentu. Orang itupun datang menagihnya.
(Maka) beliaupun berkata, “Berikan Kepadanya” kemudian
mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi

mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari
untanya. Nabi (pun) berkata: “Berikan kepadanya”, Dia pun

% M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an Vol. 1, (Jakarta:
Lentera Hati. 2003), 529.
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menjawab, “Engkau telah menunaikannya dengan lebih.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala membalas dengan
setimpal”. Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam
pengembalian”.?’(H.R. Bukhari)

c. Ijma’

Para ulama telah menyepakati bahwa qgard boleh di lakukan.
Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup
tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang
memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-
meminjam sudah menjadi satu bagian kehidupan di dunia ini. Islam

adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan

umatnya.?®

3. Rukun dan Syarat Qard
Berdasarkan Alguran surah Al Bagarah (2) ayat 282 dan 283 dapat
diketahui bahwa sejak dahulu kala dalam bermuamalah, khususnya
perdagangan (tijaratan), terjadinya utang-piutang sudah ada pengaturannya

dalam Alqguran dan hadis.

> o /}"'
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21 Shahih Bukhari, kitab Al-Wakalah, No. 2305
28 Nur Wahid, Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah, (Sleman: Budi Utama, 2012), 62.
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. Dan hendaknya seorang penulis diantar kamu
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi
sedikit pun daripada utangnya. (Q.S. al-Bagarah 2:282)

Dari surah al Bagarah (2) ayat 282 dan 283 tersebut dapat diketahui
rukun dan syarat dari suatu utang-piutang, yaitu:

a. Adanya para pihak.

b. Harus tertulis.

c. Dibacakan oleh yang berutang.

d. Jika yang berutang tidak cakap (onbekwaam) dibacakan oleh wali.

e. Adanya saksi 2 orang laki-laki.

f. Jika tidak ada saksi dua orang laki, maka saksi terdiri dari satu orang laki

dan dua orang perempuan.

g. Adanya jumlah utang yang pasti.

h. Adanya jangka waktu pembayaran utang (jatuh tempo utang).

i. Adanya barang tanggungan atau jaminan.?®

29 Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 398.
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Mayoritas ulama selain Hanafiyah mengatakan rukun akad terdiri dari
tiga macam, yaitu dua orang yang berakad (‘agidain), objek yang dijadikan
aqad (ma’qud alaih), serta ungkapan ijab dan qabtl (szghat).

Sedangkan menurut ulama Hanifiyah rukun akad hanya satu, yaitu
sighat. Adapun selainnya tidak termasuk bagian dari hakikat akad,
sekalipun keberadaanya sudah pasti. Dengan kata lain selain sighat dapat
dikatakan termasuk penunjang dalam akad dan merupakan keturunan
(derivasi) dari sighat. Artinya sighat tidak akan ada jika tidak terdapat kedua
belah pihak yang berakad (‘agidain) dan objek akad (ma’qud alaih).
Dibawah ini dijelaskan rukun akad sebagaimana disebutkan diatas, yaitu
sebagai berikut:

a. Sighat yaitu ijab dan qabiil.*

b. ‘Agidain adalah setiap orang yang berhak melakukan akad seperti
menjual atau membeli untuk dirinya sendiri atau yang menjadi wakilnya
dari orang lain atau yang menerima wasiat. Dalam hal ini pemberi
pinjaman (mugrid) dan peminjam (mugtaric).3! Oleh karena itu, menurut
mayoritas ulama tidak sah hukumnya apabila dilakukan oleh selain dari
yang disebut. Akan tetapi untuk keabsahannya, para ulama mensyaratkan
‘aqidain sebagai berikut:

1) Ahliyah, Maksudnya yaitu orang yang ahli dalam melakukan akad,

dalam hal ini mummayiz, baligh dan berakal, maka tidak sah akadnya

%Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2015), 48.
SLAhmad Ifham, Ini Lho Bank Syariah: Memahami Bank Syariah dengan Mudah, (Jakarta:Gramedia
Pustaka Utama, 2015), 183.
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orang gila, orang yang mabuk begitu juga akadnya anak kecil kecuali
terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama.
Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan mummayiz, tidak
mensyaratkan baligh. Anak kecil sah akadnya yang bermanfaat untuk
dirinya seperti menerima hadiah, shadagah, wasiat, wakaf, tanpa
adanya izin dari walinya. Atau orang yang menerima wasiat untuk
menerima hartanya (washi).

2) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya
kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun akad.
Jika terdapat paksaaan, maka akadnya dipandang tidak sah atau batal
menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut Hanafiyah sah akadnya
ketika dalam keadaan terpaksa jika diizinkan. Akan tetapi bila tidak
di izinkan, maka tidak sah akadnya.

C. Ma’qud alaih adalah setiap benda yang menjadi objek akad, seperti
benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, benda dalam akad hibah,
benda dalam akad gadai, dan utang yang dijamin seseorang dalam akad
kafalah.32 Dalam hal ini dan gard yang di pinjamkan.

Sedangkan Para ulama menyebutkan syarat-syarat yang berhubungan
dengan akad sebagai berikut:

a. Syarat-syarat terjadinya akad, yaitu sesuatu yang menjadikan akad sah

menurut syara’, maka jika tidak memenuhi syarat tersebut, akan menjadi

%2 Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah..., 18.
33 Wahbah Zuhaili, Figh Imam Syafi’i, (Jakarta: Almahira, 2010), 21.



28

batal, syarat ini ada dua macam yaitu: syarat umum dan syarat khusus.
Syarat umum yaitu syarat yang harus ada pada setiap akad. Sedangkan
syarat khusus yaitu syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak
harus ada pada bagian lainnya. Misalnya disyaratkan bisa di
serahterimakan objek benda dalam akad, baik dalam jual beli, hibah,
pinjam-meminjam, gadai, dan yang lainnya, maka jika tidak demikian
hukumnya batal akad tersebut.>*

b. Syarat sahnya akad, yaitu sesuatu yang disyaratkan syara’ untuk
mengatur dampak akad . jika syarat tidak dipenuhi, maka akad rusak.
Diantara syarat sahnya akad yang umum menurut ulama Hanafiyah
adalah terhindarnya akad dari enam hal, yaitu kesamaran (jahalah),
pemaksaan (ikrah), pembatasan waktu (tauqit), ketidakjelasan (gharar),
kemadharatan (dharar), dan syarat yang rusak (syarth al-fasid).

c. Syarat pelaksanaan akad. Di isyaratkan agar akad itu terlaksana oleh dua
hal, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan maksudnya yaitu
seseorang yang memiliki kebebasan mentashrufkan dan memanfaatkan
benda, kecuali terdapat larangan yang melarangnya, seperti gila, idiot,
bodoh, dan masih kecil. Sedangkan kekuasaan maksudnya yaitu hak
yang dimiliki penuh oleh seseorang dalam mentashrufkan benda, baik
hak asli seperti dilakukannya sendiri maupun wakil atau penggantinya

atau orang yang diberikan wasiat olehnya.

3 Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah...,19.
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d. Syarat kepastian hukum atau mengikat. Prinsip dasar dalam akad adalah
adanya kepastian hukum (lazim) disyaratkan agar akad mempunyai
kepastian hukum harus terbebas dari salah satu khiyar yang
memperbolehkan salah satu dari kedua belah pihak membatalkan akad.

Misalnya khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar rukyat.®

4. Berakhirnya akad dan penyebabnya
Sebab-sebab yang menjadikan berakhirnya akad terbagi kepada dua
bagian, yaitu karena kehendak orang yang berakad (ikhtiyariyah) dan karena
darurat (dharuriyah).
1. Sebab Ikhtiyariyah
Yang termasuk kedalam sebab tersebut adalah fasakh, igalah, dan
berakhirnya waktu atau pekerjaan yang telah ditentukan dalam akad,
seperti dalam sewa menyewa atau upah mengupah (ijarah).
2. Sebab Daruriyah
Yang termasuk kedalam sebab daruriyah tersebut diantaranya adalah
sebagai berikut:
a) Rusaknya objek akad (Ma’qud alaih), seperti dalam akad sewa-
menyewa atau upah-mengupah (ijarah) dengan rusaknya kendaraan
dan robohnya rumah vyang disewakan, sehingga tidak bisa

dimanfaatkan. Begitu juga rusaknya benda yang akan dipinjamkan

% 1bid., hal.20.
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dalam akad ariyah, rusak benda dalam akad wadi’ah, atau hilangnya
modal dalam akad syirkah.

b) Berakhirnya akad karena peristiwa yang tak diduga seperti karena
meninggal dunia salah satu pihak atau keduanya, atau karena adanya
udzur yang tidak mungkin melanjutkan akad dengan sempurna.

¢) Dirampas (ghasab) atau dicuri objek akad oleh orang lain.*®

B. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah
lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang
mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
nomor 21 tahun 2011 yang terbit tanggal 22 November tahun 2011. OJK
dibentuk selain karena penerapan UU no 21 tahun 2011, juga agar sistem
kontrol dan pengawasan terhadap industri keuangan yang lebih lengkap dan
menyatu.

Dengan dibentuknya OJK semua komunikasi pengawasan lembaga
perbankan dan non-perbankan akan menjadi satu atap. Artinya, tidak ada saling
lempar tanggung jawab antar Regulator seperti yang selama ini terjadi. Dalam
menangani satu kasus yang sama tidak ada istilah kasus ini dibawah
pengawasan Bl atau sebaliknya itu menjadi tanggung jawab Bapepam-LK .

Selain itu, dengan adanya OJK, proses izin produk-produk investasi perusahan

% 1bid., hal. 28.
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non-bank yang bisa dijual melalui bank akan lebih muda,. Dari sisi waktu dan
biaya, juga akan lebih efisien.

Otoritas Jasa Keuangan

OJK menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang
terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu
mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang
berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Otoritas
Jasa Keuangan

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor
jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan
stabil, dan mampu melindungi kepentingan, konsumen dan masyarakat. Disisi
lain OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan
pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar
modal, dan sektor IKNB. Bapepam dan LK sebelum berubah menjadi OJK
telah melakukan kerjasama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) dalam mengembangkan investasi Syariah di pasar
modal Indonesia.®’

Memperhatikan makin maraknya fintech di Indonesia, maka OJK telah
membentuk Tim Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan atau

disingkat PIDEK yang terdiri dari gabungan sejumlah satuan kerja di OJK yang

37 Jeni Susyanti, Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah., .41.
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mengkaji dan mempelajari perkembangan fintech dan menyiapkan peraturan
serta strategi pengembangannya.

Sehubungan dengan meningkatnya permohonan pendaftaran dan
perizinan perusahaan start-up fintech, kebutuhan akan pengawasan fintech, dan
semakin berjamurnya fintech di sektor jasa keuangan, OJK menilai bahwa
pengembangan Internal organisasi yang menangani fintech sangatlah
dibutuhkan. Oleh karenanya, OJK membentuk dua fintech di Indonesia, satuan
kerja baru terkait fintech, yaitu Grup Inovasi Keuangan Digital dan Keuangan
Mikro dan Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan fintech. OJK juga
telah membentuk forum pakar fintech (fintech advisory forum) sebagai wadah
pengembangan arah industri fintech, yang akan memfasilitasi dan memastikan
koordinasi antar lembaga, kementerian, dan pihak-pihak terkait dengan pelaku
start-up fintech berjalan dengan lancar, konsisten dan konstruktif.

Forum pakar fintech ini beranggotakan individu-individu yang dinilai
berkompeten di bidang teknologi informasi dan dinamika dalam bidang inovasi
digital keuangan yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan,
Kementerian  Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian
Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) .

Selain itu juga dari Badan Ekonomi Kreatif, Bursa Efek Indonesia,
Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Badan Reserse Kriminal

Kepolisian RI, Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), Asosiasi Fintech



33

Indonesia, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Asosiasi Asuransi Umum

Indonesia (AAUI), Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Universitas

Indonesia dan Institut Teknologi Bandung. Tugas forum pakar fintech antara

lain:

1. Mendiskusikan isu-isu terkait fintech yang sedang berkembang serta arah
pengembangan industri fintech ke depan.

2. Memfasilitasi koordinasi antar lembaga dan kementerian, serta pihak-pihak
terkait lainnya untuk memastikan bahwa potensi fintech dapat di optimalkan
dalam lingkungan bisnisnya yang kompleks.

3. Memastikan peran serta dan komunikasi antara fintech di Indonesia

Kementerian/ lembaga terkait dan pihak terkait lainnya dengan pelaku
start-up fintech berlangsung konsisten dan konstruktif. Di masa mendatang,

OJK memiliki beberapa rencana untuk mendukung berkembangnya industri

fintech antara lain:

1. Peluncuran fintech innovation hub sebagai sentra pengembangan dan
menjadi one stop contact fintech nasional untuk berhubungan dan
bekerjasama dengan institusi dan lembaga yang menjadi pendukung
ekosistem keuangan digital.

2. Menindaklanjuti perjanjian bersama Kominfo, OJK menyiapkan rencana
implementasi CA (certificate authority) di sektor jasa keuangan. CA berlaku
sebagai penerbit sertifkat tanda tangan digital pelaku jasa keuangan yang

dapat menjamin bahwa suatu transaksi elektronik yang ditandatangani



34

secara digital telah diamankan dan berkekuatan hukum sesuai ketentuan
yang ada di Indonesia.

3. Penerbitan sandbox regulatory untuk fintech, dimana pengaturan ini akan
mengatur hal-hal minimal yang wajib dipenuhi agar perkembangan fintech
memiliki  landasan hukum = yang memadai dan mendukung
perkembangannya secara berkelanjutan.

4. Melakukan kajian mengenai implementasi standar pengamanan data dan
informasi dalam pengelolaan industri fintech dan kebutuhan Pusat
Pelaporan Insiden Keamanan Informasi di Industri jasa keuangan.

5. Melakukan kajian vulnerability sssessment (VA) Tersentralisasi di industri
jasa keuangan untuk memastikan postur serta kematangan/kesiapan
penanganan keamanan informasi yang selalu terjaga guna menekan risiko
serta ancaman keamanan informasi pada industri jasa keuangan fintech di
Indonesia.

Perkembangan sementara dari kajian yang dilakukan oleh OJK adalah
tersusunnya klasifkasi perusahaan fintech yang masuk dalam kewenangan OJK
atau tidak, yang terdiri dari berbagai jenis usaha seperti perbankan, asuransi,
investasi, pembiayaan, pinjam meminjam (peer to peer lending), crowd
funding, chanelling kredit dan lain sebagainya. Sedangkan klasifkasi
perusahaan fintech di bidang sistem pembayaran akan diatur oleh Bank

Indonesia. 38

% Sarwin Kiko Napitupulu, “Perlindungan Konsumen pada Fintech: Kajian Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan”, https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/
images/upload/201807131451262.%20Fintech.pdf, diakses pada 23 Agustus 2019, 48.
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Berikut beberapa hal yang di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, yaitu:3®

1

2.

3.

. Pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Ketersediaan SDM yang memiliki keahlian atau latar belakang IT.
Dokumen berbentuk elektronik.

Terdapat akses informasi untuk penyelenggara pinjaman, pemberi
pinjaman, dan penerima pinjaman.

Pusat data dan disaster recovery plan yang ditempatkan di Indonesia dan
memenuhi standar minimum, pengelolaan risiko, dan pengamanan
teknologi informasi, serta ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan
sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi.

Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data
transaksi dan data keuangan sejak data diperoleh hingga data dimusnahkan.
. Sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan
penanggulangan terhadap serangan yang menimbulkan gangguan,
kegagalan, dan kerugian.

Penyelenggara menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna
(konsumen) di sektor jasa keuangan.

. Perjanjian dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan digital.

% 1bid.

, 54.
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C. Layanan Pinjaman Online

Pihak menajemen selalu menginginkan pelayanan yang diberikan
kepada karyawan maupun kepada pelanggan sesuai standar yang telah
ditetapkan perusahaan. Artinya pelayanan yang diberikan haruslah memenuhi
standar pelayanan, sehingga mampu memuaskan pihak-pihak yang terlibat
dengan perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung.standar pelayanan
ini harus dipatuhi dan terus dijaga, baik tata cara dalam melayani, prosedur
pelayanan.®

Dalam praktiknya setiap perusahaan memiliki ciri dan standar sendiri
dalam memberikan pelayanan. Perbedaan pelayanan antara perusahaan hanya
dalam bidang tertentu yang pada dasarnya memiliki kesamaan (kemiripan),
hanya saja setiap perusahaan memiliki ciri khas tersendiri dimata
pelanggannya, yang membedakan dengan pelayanan perusahaan pesaing.

Berikut ini beberapa ciri pelayanan yang baik yang dapat memberikan
kepuasan kepada pelanggan antara lain:
1. Memiliki karyawan yang profesional khususnya yang berhadapan langsung

dengan konsumen.

2. Tersedia sarana dan prasarana yang baik yang dapat menunjang kelancaran

transaksi ke pelanggan secara cepat dan tepat waktu.

40 Kasmir, Customer Services Excellent: Teori dan Praktik, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2017), 11.



37

3. Tersedia ragam produk yang diinginkan, artinya sekali berhenti dapat
membeli beragam produk dengan kualitas produk dan pelayanan yang
mereka inginkan.

4. Bertanggung jawab kepada setiap pelanggan dari awal hingga selesai.

5. Dalam hal ini karyawan melayani pelanggan dari awal hingga selesai.

6. Dalam hal ini karyawan melayani pelanggan harus dilakukan sampai tuntas.

7. Mampu melayani secara cepat dan tepat, tentunya jika dibandingkan dengan
pelayanan yang diberikan dengan pihak pesing.

8. Mampu berkomunikasi secara jelas, menyenangkan dan mampu menangkap
keinginan dan kebutuhan pelanggan.

9. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi, terutama dalam hal
keuangan bagi dunia perbankan dan kamar bagi tamu hotel atau hal-hal
lainnya.

10. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik tentang produk yang

dijual dan pengetahuan umum lainnya.

Pengelolaan faktor-faktor diatas haruslah menjadi pokok perhatian
semua pihak, baik pimpinan maupun karyawan jika ingin pelayanannya
dikatakan terbaik, artinya harus dipenuhi seluruh aspek-aspek yang merupakan
ciri-ciri pelayanan yang terbaik agar kepuasan pelanggan dapat diberikan dan
ditingkatkan secara terus-menerus. Ciri khas masing-masing perusahaan dapat

di ciptakan sesuai dengan budaya perusahaan, lokasi perusahaan dan
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karakteristik produk yang ditawarkan.** Faktor-faktor yang memengaruhi

pelayanan sebagai berikut:

Jumlah tenaga kerja

1.

2.

Kualitas tenaga kerja (pengetahuan dan keterampilan).
Motivasi karyawan.

Kepemimpinan.

Budaya organisasi.

Kesejahteraan karyawan.

Lingkungan Kkerja.

. Sarana dan prasarana yang digunakan.

Teknologi yang digunakan.

. Kualitas produk.

Pelayanan diartikan sebagai tindakan atau perbuatan sesorang atau

organisasi yang memberikan kepuasan kepada pelanggan atau sesama

karyawan. Pelanggan artinya tidak hanya kepada pelanggan atau nasabah yang

membeli produk perusahaan, akan tetapi juga pelanggan didalam perusahaaan

(karyawan dan pimpinan). Yaitu melayani sesama karyawan atau pimpinan

yang saling memberikan pelayanan. Dengan demikian jenis pelayanan dapat

dibagi ke dalam dua kelompok yaitu:*?

1.

Pelayan di dalam, artinya pelayanan antar karyawan dan pemimpin, atau

antar sesama karyawan.

41 Kasmir, Customer Services Excellent: Teori dan Praktik..., 11.
42 Kasmir, Customer Services Excellent: Teori dan Praktik..., 47.
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2. Pelayan ke luar, artinya pelayanan yang diberikan kepada nasabah atau
pelanggan.

Fintech merupakan singkatan dari kata financial technology, yang
dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara
sederhana, fintech dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan
teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan.

Fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang
memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu
sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang
spesifik. Fintech bersifat umum dan tidak terbatas pada satu industri jasa
keuangan tertentu. Fintech lending terbatas pada inovasi jasa keuangan pada
transaksi pinjam meminjam saja. Penyelenggara fintech lending harus
mendapatkan tanda terdaftar sebelum menjalankan kegiatan operasionalnya.
Maksimal 1 (satu) tahun setelah mendapatkan tanda terdaftar, Penyelenggara
wajib mengjukan permohonan perizinan ke OJK.*3

Start-up adalah sebuah bisnis rintisan. Istilah Start-up mulai populer
setelah ada era internet. Faktornya adalah karena banyak perusahaan yang
dimulai dari nol oleh satu atau beberapa orang saja kemudian menjadi besar
dengan mengedepankan idealisme dan memaksimalkan teknologi. Start-up

merupakan institusi yang dirancang untuk menghasilkan produk atau layanan

“3https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/datadanstatistik/direktori/fintech/Documents/F AQ%20Fintech%20
Lending.pdf, Fag:Kategori Umum, diakses pada 02 desember 2019.


https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/datadanstatistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf
https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/datadanstatistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf
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baru untuk menyelesaikan masalah masyarakat dalam kondisi ketidakpastian

yang ekstrem. Ada beberapa karakteristik Start-up, yaitu:**

1.

2.

Usaha bisnis usaha kurang dari tiga tahun
Inovasi dan keunikan ide

Minim SDM

Struktur organisasi multitasking
Semangat idealisme

Kondisi ketidakpastian

Di dominasi teknologi

Menggunakan media internet

Mudah beradaptasi

4 Yudho Yudhanto, Information Technology Business Start-Up, (Jakarta: Ekex Media Komputindo,

2018), 2.
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GAMBARAN UMUM LAYANAN PINJAMAN ONLINE
PADA APLIKASI KREDIT PINTAR

A. Gambaran Umum Aplikasi Kredit Pintar

1. Profil Aplikasi Kredit Pintar

Aplikasi Kredit Pintar merupakan platform layanan keuangan milik PT
Kredit Pintar Indonesia. PT Kredit Pintar Indonesia adalah perusahaan
fintech dengan visi untuk memajukan masyarakat Indonesia dengan
memberikan kemudahan akses untuk pembiayaan jangka pendek. Dengan
teknologi Artificial Intellegence (Al), aplikasi Kredit Pintar mampu
memberikan pelayanan cepat tanggap, efisien, dan menjamin mutu kualitas
layanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.*

Aplikasi Kredit Pintar telah terdaftar dan terizin oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), melalui Surat Keputusan SK/2018. PT Kredit Pintar
Indonesia, merupakan perusahaaan pinjaman “peer to peer”’ yang didirikan
berdasarkan Hukum Indonesia, memilki kantor terdaftar di One Wolter
Place, Lantai 4, JI. Wolter Monginsidi No. 63 B, Rawa Barat, Kebayoran

Baru, Jakarta Selatan, Indonesia.

4 https://www.kreditpintar.com/hubungikami/., di akses pada 30 November 2019.
4 Aplikasi Kredit Pintar (Menu Pusat Bantuan, tentang Perusahaan), di akses pada 30 November

20109.
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2. Struktur Organisasi

Sebuah organisasi mempunyai tujuan, seperti halnya perusahaan
pinjaman online PT Kredit Pintar Indonesia yaitu perusahaan yang bergerak
pada sektor jasa pinjaman online yang marak saat ini. Tentu pada dasarnya
sebuah perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, oleh
karena itu diperlukan koordinasi yang baik antar sesama pegawai
perusahaan. Perlu adanya struktur organisasi untuk memperjelas tugas
pokok dan fungsi masing-masing pegawai dalam perusahaan.

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal
organisasi yang dengan kerangka itu tugas-tugas pekerjaan dibagibagi,
dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Struktur organisasi menjelaskan
bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan
secara formal. dalam suatu organisasi Manfaat adanya struktur organisasi
sebagai berikut :#7
a. Menjelaskan dan menjernihkan persoalan mengenai pembatasan tugas,

tanggung jawab, wewenang dan lain-lain.
b. Sebagai bahan orientasi untuk pejabat.
c. Penempatan pegawai yang lebih tepat.
d. Penyusunan program pengembangan manajemen.
e. Mengatur kembali langkah kerja dan prosedur kerja yang berlaku bila

terbukti kurang lancar

47 Tatiek Nurhayati, Peran Struktur Organisasi dan Sistem Remunerasi dalam Meningkatkan
Kinerja, Jurnal Ekonomi Bisnis Vol.14, No.2, 2013, 4.
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Tabel 3.1
Struktur Organisasi Pinjaman Online Aplikasi Kredit Pintar

Wisely Reinharda Wijaya
President Director

Darjoto Setyawan
Komisaris Utama

Peter Jhon Chambers
Komisaris PT Kredit Pintar Indonesia

olele

3. Produk Aplikasi Kredit Pintar

Aplikasi Kredit Pintar menawarkan produk pinjaman uang dengan
berbagai macam besaran kredit pinjaman dan berbagai macam tenor.
Terdapat limit yang di berikan oleh aplikasi kredit pintar kepada pengguna
layanan pinjaman online aplikasi Kredit Pintar, limit tersebut diberikan oleh
aplikasi kredit pintar dengan penilaian sendiri terhadap pelanggannya.

Besaran mengenai pinjaman yang diberikan oleh aplikasi Kredit Pintar
mulai dari Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.
8.000.000,- (delapan juta rupiah), masing-masing pengguna mendapatkan
penawaran berbeda dari aplikasi Kredit Pintar. Sedangkan masa tenor yang
diberikan oleh aplikasi Kredit Pintar mulai dari 28 hari sampai dengan 1

tahun.*®

48 Aplikasi kredit pintar., di akses pada 02 desember 2019.
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Gambar 3.1
Produk Pinjaman Online Aplikasi Kredit Pintar
= © =8 .i.1190% W 19:05
Kredit Pintar  TKB90:100.00% @

Rp 600.000 28 Hari m

Pencairan nett Rp 570.000
Biaya layanan Rp 30.000

Total pembayaran Rp 697.600

Rp 8.000.000 12 Bulan m

Praktik Layanan Pinjaman Online pada Aplikasi Kredit Pintar

Layanan berarti penyediaan forum dan media untuk calon peminjam
untuk mencari pendanaan dari Investor, dan peluang dan opsi investasi bagi
pemberi pinjaman. Layanan pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar,
penulis petakan menjadi beberapa bagian layanan sebagai berikut:
1. Prosedur Pengajuan Pinjaman Online

Pengajuan pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar dapat di lakukan

dengan hanya melalui genggaman tangan, yakni dengan smartphone.

Dengan cara mendownload aplikasi Kredit Pintar di Play Store. Kemudian
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melakukan registrasi di aplikasi Kredit Pintar dan dengan sayarat hanya

KTP dan Buku Rekening atas nama pemohon pinjaman yang bersangkutan.

Gambar 3.2
Prosedur Pengajuan Pinjaman Online Aplikasi Kredit Pintar
1024 AKOC0 Cy) 0W24'ANI00 A 5 1026 'K OO0 A
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Ledn 0 €0 e (Menggungken miirof. | WRecoeder | | Mengguniikan mikral. |
& Ajukan pinjaman Kredit Pintar  TRasa:1oooos @
T Limin A gt ini
\® Rp300.000
Tujuar pirgaman -
1 Rp 1.500.000 28 harl o Pergajuan sedang dalam verifikas

B pizooooo 28 han surmiah pjaman ST

Tujuan pinjaman

BONUS PULSA
Jrtap oo |

Ajukan (] B

Untuk dapat mengajukan pinjaman, pemohon pinjaman wajib
memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia
b. Usia 18 — 55 tahun
c. Memiliki KTP yang masih berlaku
d. Memiliki akun Bank sesuai dengan KTP
e. Berdomisili di Indonesia

f. Dokumen dan data lain yang di perlukan

2. Perjanjian Pinjaman Online
Dalam hal hutang piutang, perjanjian merupakan hal penting yang
wajib ada dalam proses pinjaman, agar jelas hak dan kewajiban yang harus

dijalankan dari masing-masing pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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Gambar 3.3

Perjanjlan Plnjaman Online Apllka5| Kredit Pintar
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Perjanjian pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar muncul
saat proses pengajuan pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar hampir
selesai, karena persetujuan perjanjian dari pengguna pinjaman online
aplikasi Kredit Pintar merupakan suatu hal yang wajib agar dapat
melanjutkan pada tahap pengajuan selanjutnya.

Adapun sebagai pengguna jasa pinjaman online, sebaiknya mengerti
tentang perjanjian pinjaman online yang disetujuinya tersebut dalam proses
pengajuan pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar. Karena perjanjian
bersifat mengikat, yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan tentang
hak dan kewajaban yang wajib di laksanakan antara keduanya yaitu

penyelenggara/pemberi pinjaman dan pengguna/peminjam.
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Pengaturan mengenai perjanjian pada pinjaman online diatur dalam
pasal 20 dan pasal 36 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Menerangkan
bahwa:

(1)Perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan
Penerima Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.
(2)Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling
sedikit memuat:
a. nomor perjanjian
b. tanggal perjanjian
c. identitas para pihak
d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak
e. jumlah pinjaman
f. suku bunga pinjaman
g. nilai angsuran
h. jangka waktu
i. objek jaminan (jika ada)
j. rincian biaya terkait
k. ketentuan mengenai denda (jika ada)
I. mekanisme penyelesaian sengketa
(3)Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima
Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima.
(4)Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk
informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman.

. Biaya Administrasi dan Perhitungan Kredit Pinjaman Online

Budget biaya administrasi (administration expanse budget) adalah
budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang
biaya administrasi yang ditanggung perusahaan dari waktu ke waktu (bulan
ke bulan) selama periode tertentu yang akan datang. Dalam melakukan
kegiatan usaha sebuah perusahaan layaknya pinjaman online membutuhkan

sarana dan prasarana, baik SDM yang mumpuni maupun berbagi

operasional kantor lainnya. Oleh karena itu perusahaan mempunyai tujuan
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mencari keuntungan. Berikut perjanjian pinajamn pada aplikasi Kredit

Pintar:
Gambar 3.4
Biaya Administrasi Pinjaman Online Aplikasi Kredit Pintar
"¥Recorder” Menggunakan mikrof...

< Perjanjian pinjaman
parrimi:angem dari tempat sebelumnya dan perjanjian

yang tercantum selanjutnya, Para Pihak berdasarkan
Persetujuan ini setuju sebagai berikut.

AS AGREED / MENYETUUUI
Section 1: The Loan / Bagian 1: Pinjaman

1. The details of the loan ane as follows ¢ Rincian
Pinjaman adalah sebagai berikut:

a. Loan with the tatal amount of Rp. [ ] - (] ] Rupiah) ¢
Pinjaman dengan jumlah total Rp. [ | - ([ ] Rupiah)

Details / Rincian Amount /
Jurmiah

Loan Amount / Jumilah Pinjaman .

Payment / Pembayaran

Installment Amount / Nominal Angsuran -

Imterest Rate / Suku Bunga

Provider Upfront Service Fee / Tarif Biaya
Layanan Penyelenggara dimuka

Service Fee Rate / Suku Biaya Layanan

Period of Loan / Jangka Waktu
Pinjaman

Owerdue Payment Rate / Pembayaran
Jatuh Tempao

Early Termination Penalty Rate / Denda
Percepatan Pelunasan

Sebelum dapat melanjutkan pengajuan pinjaman online, pengguna
dapat melihat produk pinjaman online beserta rincian biaya administrasi
dari jasa pinjaman online. Seperti dalam perjanjian di atas tidak adanya
penjelasan sera rinci terkait biaya-biaya dalam pinjaman. Sebelum dapat
melanjutkan pengajuan pinjaman online, pengguna dapat melihat produk
pinjaman online beserta rincian biaya administrasi dari jasa pinjaman

online. seperti dalam aplikasi Kredit Pintar ada beberapa produk pinjaman
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online yang dapt dipilih oleh penggunanya, dengan ketentuan limit yang
beragam dari aplikasi Kredit Pintar antara sesama penggunanya.

Dalam aplikasi Kredit Pintar ada beberapa produk pinjaman online
yang dapt dipilih oleh penggunanya, dengan ketentuan limit yang beragam
dari aplikasi Kredit Pintar antara sesama penggunanya.

Jangka waktu pinjaman online sangat menentukan tinggi rendahnya
suku bunga. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi
bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa
mendatang. Demikian pula sebaliknya, jika pinjaman berjangka pendek,
maka bunganya relatif akan lebih rendah. sedangkan aplikasi Kredit Pintar
menawarkan jangka waktu peminjaman dari 28 (dua puluh delapan) hari
sampai dengan 3 (tiga) bulan masa pinjaman. Namun pada aplikasi Kredit
Pintar terdapat ketidakjelasan tentang rincian biaya pengembalian pinjaman.

Yunda Rico merupakan salasatu pengguna pinjaman online pada
aplikasi Kredit Pintar yang merasa ketidakjelasan rincian biaya administrasi
pada pinjamannya di aplikasi Kredit Pintar, karena ada ketidakjelasan
selisih dari rincian pinjaman pada aplikasi kredit pintar miliknya,
kronologinya yunda mempunyai limit pada aplikasi Kredit Pintar sebesar
Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), oleh karena mendapat limit tersebut
dan yunda lagi butuh uang untuk keperluan hidupnya, yunda mengajukan
pinjaman pada aplikasi Kredit Pintar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah) dengan tenor cicilan 6 (enam) bulan, keterangan dalam aplikasi

Kredit Pintar tersebut merincikan bahwa pengajuan pinjaman Rp.
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5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut jika di approv pengajuan
pinjamannya, akan cair masuk rekening sebesar Rp. 4.750.000,-
dikarenakan terdapat rincian biaya layanan sebesar Rp. 250.000,-,

Jadi jika dilihat diawal sudah terdapat potongan untuk biaya layanan
yang mengurangi pengajuan pokok pinjaman, jika di total maka pencairan
dana yang masuk rekening sebesar Rp. 4.750.000,- dan biaya layanan Rp.
250.000,- total sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan
pengajuan di awal oleh yunda. Sedangakan cicilan yang dibayarkan yunda
setiap bulannya sebesar Rp. 1.041.700,- jika di total angsuran pinjaman
yunda pada aplikasi Kredit Pintar maka total Rp. 5.254.900,- (lima juta dua
ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), dalam hal ini terdapat
selisih ketidakjelasan pada biaya administrasi yang seharusnya, mengingat
total angsuran selama 6 (enam) bulan tersebut berbeda dengan jumlah
pinjaman diawal pengajuan yunda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah).*

Seperti halnya yunda, pengguna aplikasi Kredit Pintar lainnya yakni
adalah yeni, yeni juga merasa aneh dengan rincian pinjaman yang terdapat
pada aplikasi Kredit Pintar. Yeni mengajukan pinjaman sebesar
Rp.2.300.000,- dengan tenor 3 bulan, namun yang cair masuk ke rekening
yeni sebesar Rp. 1.955.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu
rupiah) dengan potongan biaya layanan diawal sebesar Rp. 345.000,- (tiga

ratus empat puluh lima ribu rupiah), sedangkan angsuran yeni setiap

4 Yunda Rico, Wawancara, Tropodo, 17 November 2019.
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bulannya Rp. 881.700,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus
rupiah) dan jika di total 3 (tiga) bulan pinjaman yeni tersebut sebesar Rp.
2.645.100,- (dua juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah).>

Dalam aplikasi Kredit Pintar dijelaskan bahwa, Jika ada jumlah
terutang yang belum di bayar pada akhir periode pinjaman atau
keterlambatan dalam setiap pembayaran kembali pinjaman, dapat dikenakan
denda dalam jumlah yang ditentukan lebih lanjut berdasarkan perjanjian
pinjamna. (aplikasi, persyartan layana, 3.10)

Di dalam perjanjian pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar
terdapat kerangka perjanjian yang menjelaskan tentang rincian pinjaman
online, namun hanya kerangka kosong, tidak ada isi ketentuan jelas yang

dipaparkan dalam perjanjian pinjaman online aplikasi Kredit Pintar.

4. Proses Pembayaran Pinjaman Online

Pelunasan pada pinjaman online aplikasi Kredit Pintar dapat dilakukan
dengan cara pembayaran briva pada bank tertentu yang telah bekerja sama
dengan aplikasi Kredit Pintar seperti Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI,
Bank Mandiri, atau melalui Alfamart.

Terjadi kesalahpahaman pada saat pelunasan pembayaran, dirasakan
oleh Ika Putri Wijaya yang merupakan pengguna aplikasi kredit pintar,
bermula ika meminjam uang di aplikasi Kredit Pintar, ika menerangkan

pada saat jatuh tempo ika belum dapat melunasi pinjamannya, kemudian Ika

50 Yeni, Wawancara, Via Massanger Facebook, 2 Desember 2019
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di chat terus-menerus oleh debt collector aplikasi Kredit Pintar.Kemudian
ika mencari pinjaman diaplikasi lain untuk sekedar gali lubang tutup lubang
pinjaman, karena tidak tahan akan Kiriman pesan whaatsapp dari debt
collector apliaksi Kredit Pintar yang menurutnya isi pesannya tidak sopan.
Setelah mempunyai dana lka melunasi pinjamannya di aplikasi Kredit
Pintar. Setelah melakukan pembayaran, di aplikasi belum ganti keterangan
lunas. Kemudian Ika mencoba complain ke customer service aplikasi Kredit
Pintar mengenai keterangan di aplikasinya yang belum lunas padahal sudah
membayar. Namun tidak ada kejelasan dari customer service, dan debt
collector masih terus menghubung Ika terus menerus setiap hari, padahal
bukti pembayaran telah dikirimkan baik ke debt collector maupun customer
service. Sampai 21 hari baru status di aplikasi Kredit Pintar berubah lunas.
Ika meras kecewa terhadap tanggapan customer service yang lama dalam
menindaklanjuti keluhannya maupun ke debt collector yang terus menerus

menghubunginya padahal Ika sudah membayar.**

5. Prosedur Penagihan Pinjaman Online
Prosedur dalam hal penagihan tidak dijelaskan dalam POJK Nomor
77/POJK.01/2016, sedangkan pada perjanjian di awal yang dibuat oleh PT
Kredit Pintar Indonesia mengatur tentang tindakan yang dilakukan aplikasi

Kredit Pintar, sebagai berikut:

51 |ka Putra Wijaya, Wawancara, Via Massanger Facebook, 26 November 2019
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a. Penyedia dapat melakukan panggilan telepon ke nomor telepon
peminjam mulai dari beberapa hari sebelum Tanggal Jatuh Tempo
hingga tanggal jatuh tempo.

b. Penagihan melalui telepon dan akses data, penyedia dapat melakukan
panggilan telepon ke nomor telepon peminjam (yaitu nomor telepon,
kantor dan nomor rumah) dan kontak darurat peminjam sebagaimana
yang tercantum oleh peminjam setelah peminjam mendaftar di platform
peminjam.

c. Penagihan lapangan, penyedia (atau penerima haknya) dapat melakukan
pengumpulan ke alamat tempat tinggal peminjam saat ini sebagaimana
tercantum dalam Daftar Peminjam setelah Peminjam mendaftar di

Platform pinjaman.

6. Perlindungan Hukum Pinjaman Online
Sebagai pengguna layanan pinjaman online ada hak pengguna yang

seharusnya dilindungi selama proses pinjaman online, aturan mengenai
perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjaman online diatur
pada pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, yaitu:>2

Transparansi.

Perlakuan yang adil.

Keandalan.

Kerahasiaan dan keamanan data.
Penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

®o0 o

52 pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.
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7. Penyelesaian Kredit Bermasalah Pinjaman Online
Dalam hal terjadi persilihan pada proses pinjamn online, menurut
perjanjian yang telah di buat oleh PT Kredit Pintar Indonesia terdapat
beberapa ketentuan yaitu:

a. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan tentang
pelaksanaan perjanjian, para pihak akan menyelesaikan secara
musyawarah dan apabila dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan,
maka akan diselesaikan melalui peoses pengadilan.

b. Mengenai perjanjian ini dan segala akibat hukumnya para pihak memilih
domisili umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana
cabang Pihak pertama yang menjadi pihak dalam perjanjian ini
berdomisili, dengan tidak mengurangi hak pihak pertama untuk
mengajukan tuntutan atau gugatan hukum terhadap pihak kedua
dihadapan pengadilan lain di wilayah Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

Semua hal, klaim, atau sengketa yang timbul dari atau sehubungan
dengan ketentuan layanan ini, harus diselesaikan dengan cara berikut:>

a. Bagi pengguna yang belum terdaftar di perusahaan, dengan tidak
mendaftar ke perusahaan, tidak menggunakan layanan perusahaan, dan
meninggalkan situs

b. Bagi pengguna yang telah terdaftar di Perusahaan, setiap perselisihan

atau perselisihan yang tidak dapat dilakukan melalui diskusi dan/atau

53 Aplikasi Kredit Pintar
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mediasi dalam industri pembiayaan akan diselesaikan di Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat, meskipun ada hak-hak Kredit Pintar untuk

mengajukan klaim atau gugatan ke pengadilan lain dan dengan ini anda

setuju untuk melepaskan hak anda untuk mengajukan pengecualian

kekuasaan yuridiksi relatif.

Di dalam peraturan yang di buat oleh OJK dalam POJK Nomor
77/POJK.01/2016 di terangkan dalam pasal 29 sub e bahwa penyelesaian

sengketa pengguna secara sederhana, cepat, biaya terjangkau.>*

5 Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi.



BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TERHADAP
LAYANAN PINJAMAN ONLINE PADA APLIKASI KREDIT PINTAR

A. Analisis Praktik Layanan Pinjaman Online Pada Aplikasi Kredit Pintar
Penerapan teknologi digital tidak dapat dihindarkan, hal ini pun

berdampak pada perekonomian di Indonesia, atau sekarang yang lebih di kenal
dengan fintech yang merupakan singkatan dari financial technology. Aplikasi
kredit pintar merupakan aplikasi yang menawarkan layanan pinjaman online
(P2PL) untuk masyarakat luas. Pinjaman online seperti aplikasi Kredit Pintar
ini memudahkan masyarakat dalam memperoleh pinjaman dengan cara mudah
tanpa syarat jaminan.

Kemudahan dalam memperoleh pinjaman pada aplikasi Kredit Pintar,
membuat masyarakat cepat mengenal pinjaman online. Dalam kurun waktu
beberapa jam saja, pengguna aplikasi Kredit Pintar yang telah mengajukan
pinjaman dapat mengetahui hasil verifikasi dari aplikasi Kredit Pintar hanya
dengan genggaman tangan melalui smartphone.

Suatu hal yang baru muncul kemudian berkembang pesat karena
inovasinya dapat menjangkau masyarakat luas, seperti pinjaman online pada
aplikasi Kredit Pintar. Yang kemudian banyak diminati oleh kebanyakan
masyarakat ini karena di nilai akses untuk mendapatkan pinjaman guna
memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya sangat mudah prosesnya.

Di balik kemudahan proses pinjaman online tanpa agunan pada aplikasi

Kredit Pintar tersebut tentu perlu pemahaman terkait prosedur pinjaman online
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dari aplikasi Kredit Pintar yang wajib dipelajari oleh penggunanya, dan juga
perlu pengawasan serta pengkajian oleh pemerintah terhadap fintech pinjaman
online.

Mengingat proses pinjaman ini hanya di lakukan melalui smartphone
yang terhubung ke Internet kemudian di proses melalui aplikasi Kredit Pintar
yang dapat di download pada play store, tanpa melalui tatap muka ataupun
mendatangi kantor. Maka pelayanan dari aplikasi Kredit Pintar sangat vital
dalam hal ini, tentu SOP (standard operating procedur) yang merupakan
prosedur kerja meliputi tugas pokok dan fungsi, wajib dilakasanakan oleh para
pegawai perusahaan aplikasi Kredit Pintar. Pelayanan dalam hal ini meliputi
layanan aplikasi Kredit Pintar terhadap prosedur pinjaman online, perjanjian
pinjaman online, biaya administrasi dan perhitungan kredit, proses pembayaran
pinjaman online, prosedur penagihan pinjaman online, perlindungan konsumen
pinjaman online, seta penyelesaian kredit bermasalah pinjaman online.

Proses pengajuan pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar, diajukan
dengan syarat utama KTP, mengisi data pribadi, kontak darurat, alamat, serta
pekerjaan. Kemudian yang perlu digaris bawahi dari proses pengajuan
pinjaman yaitu pengguna wajib membolehkan pihak aplikasi Kredit Pintar
untuk dapat mengakses data pribadi seperti kontak, foto, chat whaatsapp,
pesan, email. Oleh karena pihak aplikasi Kredit Pintar mempunyai hak akses
terhadap data peminjam, maka privasi peminjam seharusnya dipergunakan

sewajarnya dan tidak boleh disalahgunakan.
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Perjanjian pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar tidak disebutkan
secara jelas bunga maupun denda keterlambatan pada proses pinjaman online,
seharusnya di terangkan mengenai persentase besarannya agar tidak membuat
kesalahpahaman antara penyelenggara aplikasi Kredit Pintar dengan pengguna
pinjaman online di lain waktu. Kemudian hak dan kewajiban masing-masing
pihak antara penyelenggara dengan peminjam seharusnya di laksanakan sesuai
kesepakatan di awal.

Dalam hal proses pembayaran maupun pelunasan pada aplikasi Kredit
Pintar dapat dilakukan dengan transfer briva atau melalui alfamart. Pada
praktiknya terdapat berbagai masalah dalam hal proses pembayaran, seperti
yang telah dituturkan oleh Fiska warga medan dalam website Media
Konsumen. Pada 25 Mei 2019 fiska telah melakukan pembayaran pinjamannya
dengan menggunakan nomor virtual account BNI melalui CIMB clicks,
sedangkan status pada aplikasi Kredit Pintar tetap ada tagihan sedangkan Fiska
telah membayar pinjamannya.

Proses pelunasan bermasalah juga dirasakan oleh Jasmin Adela warga
Depok, yang di ceritakan pada website Media Konsumen. Jasmine Adela
mengatakan bahwa ia telah melunasi pinjamannya di aplikasi Kredit Pintar
melalui briva BCA sebesar Rp.605.000,- tetapi di kemudian hari ada debt
collector yang datang ke rumah dengan menagihkan pinjaman dan
keterlambatan denda sebesar Rp.1.333.898,- kedatangan debt collector dan

mengetahui ada pinjaman yang belum terlunasi atas namanya, Jasmine Adela
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pun kaget karena ia telah melakukan pelunasan telah lama dan masih
memegang bukti pembayaran.

Hal serupa di sampaikan Ika Putra Wijaya dalam wawancara, ika
menjelaskan dari sebelum jatuh tempo sampai dengan jatuh tempo, debt
collector terus-menerus menghubungi Ika melalui whatsapp dengan bahasa
yang kurang sopan. Kemudian setelah Ika melakukan pembayaran , status di
aplikasi belum clear keterangan pelunasan. Kemudian Ika menghubungi
customer service untuk pengaduan terhadap keterangan pelunasan di
aplikasinya yang belum clear. Tetapi tidak ada respon dari customer service,
sedangkan debt collector menelpon terus-menerus walapun sudah berkali-kali
dijelaskan sudah melakukan pembayaran, dan telah pengiriman bukti
pembayaran. Sampai dengan 22 hari status diaplikasi baru berubah lunas.

Melihat hal tersebut, tentu dalam intern perusahaan terdapat
permasalahan yang tidak segera di atasi dengan baik, dan juga komunikasi
yang kurang baik antara sesema pegawai dalam hal ini customer service dan

bagian lapangan debt collector.
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B. Analisis Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
77/POJK.01/2016 terhadap Layanan Pinjaman Online Pada Aplikasi
Kredit Pintar
1. Analisis Hukum Islam terhadap Layanan Pinjaman Online Pada

Aplikasi Kredit Pintar

Pinjaman online pada aplikasi kredit pintar dalam hukum Islam
dikenal dengan akad gard. Membantu orang yang membutuhkan, seperti
meminjamkan uang sangat dianjurkan dalam Islam. Manusia yang
merupakan makhuluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri dan saling
membutuhkan terkait antar sesama. Sebagaimana firman Allah Swt.

Dalam alquran Aurah al-Maidah (5:2) yang berbunyi:
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Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. al-Maidah 5:2)

Praktik layanan pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar menjadi

salah satu yang dapat dikaji mengingat banyak masyarakat yang

merasakan . Hal ini menjadi suatu masalah yang dapat dikaji, adapun
rukun dan syarat pinjaman menurut jumhur ulama yaitu:

a. Sighat yaitu ijab dan gab@il.>® Dalam hal ini, pinjaman online antara

penyelenggara pinjaman online dan pengguna layanan pinjaman online

melakukan akad dengan cara online, di pertemukan dalam sebuah

55 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2015), 48.
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aplikasi pinjaman online yaitu aplikasi Kredit Pintar. Di mana aplikasi
Kredit Pintar telah menawarkan beberapa produk dengan pokok
pinjaman dan tenor yang berbeda serta dirincikan terkait biaya layanan
dan pencairan dana, yang demikian merupakan pernyataan ijab dari
penyelenggara aplikasi Kredit Pintar. Sedangkan qabul ialah
persetujuan memilih produk pinjaman oleh pengguna layanan pinjaman
online.

b. ‘Agidain adalah setiap orang yang berhak melakukan akad seperti
memberikan pinjaman atau peminjam. Dalam hal ini pemberi pinjaman
(mugrid) dan peminjam (mugtarid).® Oleh karena itu, menurut
mayoritas ulama tidak sah hukumnya apabila dilakukan oleh selain dari
yang disebut. Akan tetapi untuk keabsahannya, para ulama
mensyaratkan ‘agidain sebagai berikut:

1) Ahliyah, Maksudnya yaitu orang yang ahli dalam melakukan akad,
dalam hal ini mummayiz, baligh dan berakal. Dalam praktik
pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar, pemberi pinjaman
(mugrid) dan peminjam (mugtarid), sudah cukup cakap untuk
melakukan akad pinjaman.

2) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena
adanya kerelaan (‘an tara>din) dari kedua belah pihak untuk

melakukan akad gard. Dalam hal ini peminjam membutuhkan

% Ahmad Ifham, Ini Lho Bank Syariah: Memahami Bank Syariah dengan Mudah,
(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama), 2015, 183.
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pinjaman dana untuk kebutuhannya dari aplikasi Kredit Pintar, dan

pemberi pinjaman membantu dan mendapatkan keuntunga dari

pinjaman tersebut.

C. Ma’qud alaih adalah dana pinjaman yang menjadi objek akad.
Pemberian dana pinjaman dalam aplikasi Kredit Pintar dilakukan
dengan cara transfer ke rekening peminjam setelah pengajuan
dilakukan muqgrid dan jika pengajuan tersebut di acc oleh muqtarid
selaku pihak aplikasi Kredit Pintar.

Pelaksanaan pinjaman pada aplikasi Kredit Pintar, dalam hal
perjanjian pada praktiknya terdapat ketidakjelasan keterangan jika terdapat
bunga dari akad pinjaman, melihat pada perjanjian Yunda tersebut total
angsuran berbeda dengan nominal pokok pinjaman setelah adanya
pengurangan biaya layanan. Perjanjian yang dibuat oleh aplikasi Kredit
Pintar tersebut dapat dikatakan gharar atau ketidakjelasan terkait jika
adanya bunga dan denda keterlambatan walaupun di awal kedua belah
pihak antaradin, karena hal tersebut dapat merugikan pihak pengguna
maupun masalah dikemudian hari.

Dalam hal penagihan karena keterlambatan pelunasan, Menurut
pengakuan Nurul Fadilah bahwa dirinya mendapatkan surat dari pinjaman
online aplikasi Kredit Pintar melalui debt collector yang mengunjungi
kediaman rumahnya, pinjaman Nurul yang sudah telat 66 hari sejak jatuh
tempo total tagihannya plus denda keterlambatan sebesar Rp. 3.078.422,-

dari awal pokok pinjaman sebesar Rp.2.000.000,- , melihat hal tersebut
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seharusnya denda keterlambatan di beritahukan pada awal perjanjian, dan
melihat jika pengguna pinjaman online mengalami kendala untuk
mengembalikan hutangnya seluruhnya atau sebagian, penyelenggara
pinjamn online aplikasi Kredit Pintar hendaknya memberi keringanan

berupa perpanjangan jangka waktu hutang tanpa denda.

Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016
terhadap Layanan Pinjaman Online pada Aplikasi Kredit Pintar

Pinjaman online pada dasarnya diperbolehkan, sebagaimana telah di
atur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016
tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
Munculnya peraturan POJK tersebut menjadi jawaban dari persoalan
fintech yang marak saat ini.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016
penulis menggaris bawabhi terkait peraturan layanan pinjaman online yang
seharusnya dilaksanakan oleh penyelenggara selaku pihak aplikasi Kredit
Pintar guna menciptakan performa terbaik untuk penggunanya. Di
antaranya terkait layanan prosedur pengajuan pinjaman online, perjanjian
pinjaman online, biaya administrasi dan perhitungan kredit, proses
pembayaran pinjaman online, prosedur penagihan pinjaman online,
perlindungan hukum pinjaman online, penyelesaian kredit bermasalah

pinjaman online.
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Pada praktiknya layanan pinjaman online yang diberikan oleh
aplikasi Kredit Pintar tidak jelas menerangkan terkait klausul dari
perjanjian antara pemberi pinjaman dan peminjam. Seperti rincian biaya-
biaya dalam proses pinjaman online, pada perjanjian tersebut tidak
menjelaskan besaran biaya terkait suku bunga dan denda keterlambatan.
Sedangkan dalam suatu perikatan perjanjian pinjaman, perjanjian
merupakan hal yang urgen yang seharusnya penyedia layanan
menginformasikan produk dalam perjanjian sejelasnya agar dapat di
mengerti oleh para pengguna aplikasi Kredit Pintar dan tidak terjadi
kesalahpahaman dikemudian hari.

Dari wawancara di massanger facebook kepada pengguna aplikasi
Kredit Pintar bernama yeni, yeni juga merasa aneh dengan rincian
pinjaman yang terdapat pada aplikasi Kredit Pintar. Yeni mengajukan
pinjaman sebesar Rp.2.300.000,- dengan tenor 3 bulan, namun yang cair
masuk ke rekening yeni sebesar Rp. 1.955.000,- (satu juta sembilan ratus
lima puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan potongan biaya layanan
diawal sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah),
sedangkan angsuran yeni setiap bulannya Rp. 881.700,- (delapan ratus
delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dan jika di total 3 (tiga) bulan
pinjaman yeni tersebut sebesar Rp. 2.645.100,- (dua juta enam ratus empat
puluh lima ribu seratus rupiah). Jika memang terdapat bunga dan bunga

tersebut tidak termasuk dalam biaya layanan seharusnya di jelsakan
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mengenai  rincian biaya tersebut, agar tidak menimbulakan
kesalahpahaman dalam proses pinjaman®’

Perjanjian pinjaman online yang dibuat oleh aplikasi Kredit Pintar
tersebut bertentangan dengan pasal 19 ayat (2) Peraturan OJK Nomor
77/POJK.01/2016 bahwa dokumen perjanjian elektronik wajib memuat
besaran suku bunga dan denda keterlambatan, yang seharusnya
dilaksankan oleh pihak aplikasi Kredit Pintar dalam melakukan pelayanan
pinjaman online kepada para penggunanya.

Dari data wawancara juga diketahui bahwa, Dalam hal proses
pembayaran atau pelunasan pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar
terdapat problem yang dirasakan oleh beberapa pengguna pinjaman online
aplikasi Kredit Pintar. Salah satunya adalah Fiska yang telah melakukan
pelunasan pinjamannya di aplikasi Kredit Pintar dengan menggunakan
nomor virtual account BNI melalui transfer CIMB clicks, tetapi status
pada aplikasi Kredit Pintar tidak terdeteksi pelunasan yang telah
dilakukan. Complain ke customer service juga tidak mendapat solusi dan
dengan gampangnya menyuruh Fiska untuk menghiraukan debt collector
jika menagih pembayaran karena di aplikasi tidak terdeteksi pembayaran.

Seperti halnya Fiska, Ika Putra Wijaya menjelaskan dari sekira 3 hari
sebelum jatuh tempo sampai dengan jatuh tempo pembayaran, debt
collector terus-menerus menghubungi ika dengan bahasa yang kurang

sopan. Dan setelah pelunasan, status di aplikasi belum clear keterangan

57 Yeni, Wawancara, Via Massanger Facebook, 2 Desember 2019
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lunas. Ika menghubungi customer service untuk complain, tetapi tidak ada
respon jawaban dari customer service, sedangkan Ika merasa di teror debt
collector erus-menerus untuk melakuakn pembayaran walapun sudah
berkali-kali menjelaskan bahwa dirinya sudah melakukan pembayaran
serta mengirim bukti pembayaran.®®

Dalam masalah seperti kasus Fiska ini, seharusnya komunikasi
penting dilakukan antara pegawai intern oleh customer service dan debt
collector aplikasi Kredit Pintar. Dalam hal ini Pengguna dirugikan karena
terganggu aktivitasnya akan penagihan melalui telepon berkali-kali yang
dilakukan oleh debt collector yang berbeda-beda setiap harinya padahal
pengguna aplikasi Kredit Pintar dalam hal ini Ika telah membayar lunas
pinjamannya.

Merujuk pada pasal 38 peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016.
bahwa penyelenggara penyelenggara wajib memiliki standar prosedur
operasional dalam melayani pengguna. Kembali lagi kepada SOP aplikasi
Kredit Pintar yang seharusnya dilaksanakan dengan baik oleh para
pegawai aplikasi Kredit Pintar dalam melayani pengguna aplikasi

pinjamannya

%8 |ka Putri Wijaya, Wawancara, Grup Facebook Pinjaman Uang Online, 17 November 2019



BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1.

Layanan yang diberikan oleh pihak penyelenggara selaku aplikasi Kredit
Pintar pada praktiknya kebanyakan pengguna pinjaman online aplikasi
Kredit Pintar belum merasakan kepuasan, seperti perjanjian yang tidak
adanya penjelasan rincian terkait dengan bunga pinjaman dan denda
keterelambatan yang menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Kemudian kendala dalam pembayaran maupun pelunasan yang sudah
dilakukan namun di aplikasi tidak terverifikasi lunas, dan complain ke
customer service dan debt collector tidak mendapat respon baik.

Layanan pinajamn online pada aplikasi Kredit Pintar terkait dengan
perjanjian yang didalamnya terdapat ketidakjelasan mengenai rincian
besaran bunga dan denda keterlembatan pada pinjaman yang
menimbulkan adanya gharar yang mencadikan akad cacat serta
bertentangan dengan pasal 19 ayat (2) peraturan OJK Nomor
77/POJK.01/2016 . Kemudian dalam hal proses pembayaran maupun
pelunasan terdapat beberapa pihak yang menyesalkan penanganan
permasalahan dari sistem apliaksi Kredit Pintar yang lamban dan tidak
adanya komunikasi baik antara customer service dan debt collector. Yang
seharusnya SOP (standard operating procedur) dijalankan dengan

seharusnya sesuai pasal 38 peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016.
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B. Saran

Praktik pinjaman online seharusnya di lakukan dengan baik oleh para

pihak yang bersangkutan. Baik oleh pengguna, penyelenggara maupun

regulator selaku OJK. Oleh karena itu:

1.

Hendaknya masyarakat mengenal terlebih dahulu pinjaman online yang
marak menawarkan produk pinjaman saat ini. Di karenakan kemudahan
dalam mendapatkan pinjaman banyak orang yang baru mengenal
kemudian tergiur tanpa mengerti proses dalam pinjaman online.
Hendaknya penyelenggara menerangkan secara jelas terkait proses dalam
pinjaman online agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.
Hendaknya pemerintah memberikan pengetahuan terkait layanan
pinjaman online, minimal sosialisasi di internet sosial media dikarenakan
masyarakat sekarang banyak mengenal hal apapun termasuk pinjaman

online dari internet maupun sosial media.
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